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an Pasal 2 ayat(2)

bahwa untuk melaksanakan lel:etentu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133_ Tahun 2918
Tuntutan Ganti Kerugian

tentang Penyelesaian : '
Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negerl Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, perlu membuat peraturan yang mengatur
Pedoman penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerjah

bat lain;

terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau peja
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pelalawan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

" Tahun 1945;

53 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang  Nomor
alawan, Kabupaten Rokan

Pembentukan Kabupaten Pel
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo;

4880);
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Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5934);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

' 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain;
I 9. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
5 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
f Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
' Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Forair Lo0AD AS) PELALAWAN.
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|
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1
2
3.

10.

145

12

13.

14.

15.

16.

7

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
Bupati adalah Bupati Pelalawan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pelalawan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pelalawan.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara
termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain
tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian
Daerah.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya
perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas
kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang
Merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan
kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya
pewaris.,

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD
adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
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18. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan
pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh
Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya
disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati
yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan
penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain.

22. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 2

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang
dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga
nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) PPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;

membentuk dan menetapkan TPKD;

menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan;

membentuk dan menetapkan Majelis;

menetapkan SKP2KS;

menetapkan SKP2K; dan

melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian
Daerah.

(2) Tugas dan wewenang PPKD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku
bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h.

(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara
umum daerah tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh
Kepala SKPKD.

oo
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Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

(1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian
Daerah.

(2) TPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
menghitung jumlah Kerugian Daerah;

menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan
penyelesaian Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

(3) TPKD terdiri atas pejabat pada unit Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat
pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

’P Pasal 5

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas
dan wewenang.

(2) Sekretariat TPKD dilaksanakan oleh unit Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

oo op

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 6

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian

Daerah.

(2) Penyelesaian kerugian daerah yang dimaksud meliputi :
‘s 2. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
4 Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ;

b. pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah
dikeluarkan SKTJM; atau
penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(3) Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas
Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai
dengan keahliannya.

C.

Pasal 7

(1) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan
kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan

wewenang:
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang

Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
y b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki
I PARAT  keahlian tertentu;
ATy [ e ?ﬂ’:ﬁksa bukti yang disampaikan;
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Pasal 29

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempe
dapat menerima atau mengajukan keberatan SK
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

d pada ayat (1), disampaikan secara

KPKD dengan disertai bukti.

roleh Hak/Ahli Waris
P2KS paling lama 14

(2) Keberatan sebagaimana dimaksu
tertulis kepada PPKD atau Kepala S

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis
Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

akan sesuai

Pasal 31

/" (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang
Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan
SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada
PPKD untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;

b. penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang

berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Berdasarkan pertimbangan Majelis, PPKD melakukan hal hal sebagai

berikut:
a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian
Daerah.
/F b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah paling
sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan
milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan
tugas pemerintahan; dan

¢. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain; dan/atau
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BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 38
an penagihan atas penyelesaian Kerugian

Kepala SKPKD melaksanak
g Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh

Daerah kepada Pihak Yan
Hak/Ahli Waris.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada
SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan sur
dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh
(tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS,

ayat (1) berdasarkan SKTJM,
at penagihan.

Surat penagihan sebagaimana

Kepala SKPKD paling lama 7

atau SKP2K ditetapkan.

Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaima

pada ayat (3), paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;

c. tata cara pembayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

na dimaksud

C.

Pasal 39

Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang
dalam SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang
tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD
memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2),
dilaEkukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat
peringatan pertama, dan peringatan kedua.

Peringatap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepz}da P1hak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran
sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
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D i :
Wﬁm ll;all Pihak Yang M_ﬁ'l’uglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/A
o s belum mt?menuh1 kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) h
= c;3nder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan
edua.

Dala,m hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan
wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan
SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41
saian Kerugian Daerah yang

Penerbitan surat penagihan atas penyele
dengan jangka waktu yang

berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai
tertuang dalam SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Penga
Waris sampai dengan batas waktu pem
dalam SKP2KS belum memenuhi
memberikan teguran tertulis.

Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas )
sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian
mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

mpu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
bayaran sebagaimana tercantum
kewajibannya, kepala SKPKD

waktu pembayaran
Daerah

Pasal 42

imana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),

Teguran tertulis sebaga
diterbitkannya surat peringatan

dilakukan secara bertahap dengan
pertama dan peringatan kedua.
Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran
sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan
kedua.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan
keputusan Majelis.

Pasal 43
Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang
berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang
dalam SKP2K.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli

Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum
dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD

memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44
’I'faguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),
dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan
kesatu dan peringatan kedua.
Peringatar.n pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepa,da P}hak Yang Mt;rugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran

: seb?nm tercantum dalam SKP2K.

EE ) v
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Dala!m hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperolch Hak/Ahli
Waris belum mt_?menuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari
llza-:fnder sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan
edua.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (
Bupati menyerahkan

scbagaimana dimaksud pada ayat (3), rah;
Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang neg

wilayahnya.

Memperoleh Hak/Ahli
tujuh) hari kalender
penyelesaian
ara di

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 45

Pihak Yang Memgikan/Pengampu/Yang Memperol
menyetorkan ganti Kerugian Daerah' ke reke_nmg
berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaks

ayat (3)-
Penyetoran ganti Keru
dilakukan melalui:

eh Hak/Ahli Waris
Kas umum daerah
ud dalam Pasal 38

gian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

a. bank; -
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
c. bendahara penerimaan.

melalui bendahara penerimaan

Dalam hal penyetoran dilakukan 1
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pendaha_ra penerimaarn
menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) harl

kerja.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 46
ausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian

Kerugian Daerah.

(1)

(2)

(3)

Pasal 47

terima bukti pembayaran terhadap
dilakukan oleh Pihak Yang
h Hak/Ahli Waris ke rekening kas

Kepala SKPKD memberikan tanda
setiap pembayaran yang

Merugikan/Pengampu /Yang Memperole
umum daerah.

Kepala SKPKD men
yang Merugikan/Pengamp
melakukan penyetoran gan
jangka waktu tercantum da
Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris;
b. jumlgh Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah
Esiinpz J;ngka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau
pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti

Kerugian Daerah;

-

erbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak
u/Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris yang telah
ti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan
lam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

paling
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dalam

d. pernyataan pengembaﬁan bukti kepemilikan parang jaminafh, TIM;
gan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan ’

hal surat keteran

isi dalar
ayaan yang disita, : a
tas dasar pelunasan SKP2KS
elunasan

dasar P :
arnmaﬂ-

atau SKP2K.
as diterbitkan atas ;
n barang ]

(4) Dalam hal surat Kketerangan U : o
SKTJM, disertai dengan pengembahan pukti kepem! i e
(5) Dalam hal surat Kketerangan unas diterbitkan art]as da?;:jp EII:’S 2
gKP2KS atau SKP2K, disertal dengan surat _perrno (131!‘1 o e
instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas &
pasal 48 d'mqksud
: ime

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangar lunas sebagaimans

dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:

a. Badan pPemeriksa Keuangail;

_ Majelis; ? Waris

:. erflalcl Yang Memgikan/Pengampu/Ya 18 Mcmngoé‘;h Hak/ARY

melakukan penyetorarn gan Kerugiah Daer e
d’ instansi yang perwenang melakukan sita atas harta y .
pasal 492 ’

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yans telah ditagih dagiaﬂ: dlbuks}lgirg"i
lebih besar daripada yang seharusnya. 7 B ntn
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperolch Hak/Ahl aris P
mengajukan perrnohonan pengurangan tagihan.

2) Dalam hal pihak Yang Merug1kan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/_Ahh
Waris telah melakukan penyetorarnt ke kas daerah, pengurangan tagll}an
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengemballan
kelebihan pembayaran.

(3) Bendahara umuim daerah melakukan pengemba.lian kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2)-

mbalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun
tidak terduga.

kan pada belanja

(4) Dalam hal penge
anggararl berkenaarl, dibeban
(5) Permohonar pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling sedikit memuat:
pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh

Hak/Ahli Waris;
dokumen SKP2KS/ SKP2K; dan
ah dibayar sesuai dengan jumlah

jum]_ah Kerugian Daerah yang tel
dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;
Pasal 50
angan dalam rangka pe

Akuntansi.dan pelaporan keu
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera

undangar.

b.
C.

nyelesaian Kerugian
turan perundang-

BAB VIII

PE
LAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

(1) Kepala SKP Pasal 51
epala
2 La[;oran :D melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada B
se ai . upati.
aasalr agaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kemp.
gian

7
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